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/Sekretaris
a1 Nomor
Koordinasi

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencaman Pembangunau Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL
NOMOR KEP.78IM.PPN/SES/HK,/ O 5 / 20 19

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAAT

PINJAMAN DAN HIBAH LUAR MGERI
KEMENTf,RIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PEFJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL'I},HUN 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL?

a bahw'e telah ditetapkan Keputusan Sekretaris
Perencanaan Pembangunan NasionaluSekretaris U

Perencanaan Pembangunan Nasionai
KEP.30/SES/HK /O3/ 2079 tentanS Pembefltuitan fim
Pengelolaan dan Pemanfaatan Pinjanran dan Hlbah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasi
Petencanaan Pembangunan Nasional Tahun 201 9:

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntablltas dan
pengelolaan, dan pemanfaatan Pinjarnan dan Hibah
Kernenterian Perencanaan Pembangunan r.,,-asi

Petencanaan Pembangunan Nasional, perlu merrg

keanggotaan Tim Koordinasi Pengelotaan dan
Pinjanun dan Hlbah Luar Negeri Kementerian
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pe

Nasional Tahun 2019:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
huruf a dari huruf b. perlu mengubah Keputusa

Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasio

Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasio
KEP.3OISES/HK / 03 / 2079 tentanS Pernbentukan Tinr
Pengelolaan dan Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah

ir

Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasi
Peter.canaan Pembangunan Nasional Tahun 201 9t

Menir.uban5;

C.
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Perencanaan Pernbangunan Nasional/Sekretaris Uta
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Peru

Penyusun Pedoman Pencatatan Tata Kelola Barang Mil
Kementerian Percncanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan melalui
Menteri Percncanaan Pembangunan Nasional/Ke
Perencanaan PembanSunan Nasiona[;

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercan
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas se

Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Pinjaman
Luar Negeri Kementerian Perencanaan Pe

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223,
Lefibatan Negara Republik Indonesia Nomor 6263;

2

3

Perat]rran Pemerintah Nomor 10 Tahtn 2O77 tenta
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penetzpan Hlbah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tenta
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagai

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 ten
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana te

dengan Peratutan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

Peratl]ran Presiden Nomor 7 Tahtn 201,5 tenlang
Kementerian NeSara;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pe

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemba
Nomor 4 Tahrn 2O7l tentang Tata CNa Perencanaan

Usulan, Penilaian, Pernantauan, dan Evaluasi

Dibiayai dari Pinjanun Ltrar Negeri clan Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230lPMK.O5l2
Sistem Akuntansi Hibah;

Petatutan Menteri Petencanaan Pembangunan Nasi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2
tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perenc

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksana an Kegia

Mengingat : 1

4
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Luar Negeri dan Hibah di Kementerian Perencanaan Pe

Nasional/Badan Petencanaan Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan N
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4
tentang OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peratur
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Penrbangunan Nasional Nomor 6 Tahun 201 7;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasi11

Menetapkan

PERTAMA

KETIGA

Badan Perencanaan Pentbangunan Nasional Nomor 5

12

tentang Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelapotan, Pema
Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6

tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hlbah Luar
Kementerian Perencanaan Pembangunan N
Perencanaan Pembangunan Nasional;

13. Peratvran Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.O5/2O
Administrasi Pengelolaan Hibah;

MEMUTUSKAN:

KEruTUSAN MXNTERI PERENCANAAN

NASIONAL/KEPAI-A. BADAN PERENCANAAN

NASIONAL TTNTANG PEMBENTT.JKAN TIM
PENGELOLAAN DAN PEMAMAATAN PINJAMAN DAN
NEGERI KEMENTERIAN PERENCANAAN

Membentuk Tinr Koordinasi Pengelolaan dan Penwnfaatan Pi

Hibah Luar Negeri Ker enterian Perencanaan Pe

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan
sebagainana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi terdiri atas PenanSgung Jawab, Tim
Tenaga Pendukung

Penanggung Jawab bertugas nremberikan arahan kebljakan,
membimbing, memaritau kemajuan dan memberi saran pe

permasalahan plaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertugas:

a. menyusun pagu indikatif kegiatan yang dtbiayai dat' Pi

Hibah Luar Negeri;

KEEMPAT
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b menginventarisir dan mengidentifikasi usulan ke

dibiayai Pinjanun dan Hibah Luar Negeri dari
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nas

Perencanaan Pembangunan Nasional;

mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan
kegiatan y^ng dlbiayai Pinjaman dan Hlbah Luar Negeri;

men),usun laporan Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pi

Hibah Luar Negeri Kementerian Perencanaan Pe

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
mengolah bahan, untuk pen),usunan laporan kegiatan;

b. nrelaksanakan tuSas-tu8as kesekretariatan dan fiigas la
ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan

d

KELIMA

KEDELAPAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekre
Badan Percncanaan Pembangunan Nasional
KXP.30/SES/HK /03/ 2079 tentan8 Pembentukan Tim
Pengelolaan dan Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah L

Kementerian Perencana n Pembangunan Nasional/Badan
Pembangunan Nasional Tahun 2019, dicabut dan dinya
berlaku.

KETUJUH

Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Be

Kementerian PPN/Bappenas Tahrn Anggaran 20'l 9.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J
pada tan&Bal 'lO

MENTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd
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RR- Rita Elawati
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Utama
Nomor
rdinasi
Negeri

n

S

Koo

rencallaar.l

tidak

tugas Tirn
NeSara

rta
i 2079

c.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA

NOMOR KEP.78,/M.PPN,/SES/HK,/O

TANGGAI 10 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANfAA'TAN

PINJAMAN DAN HIBAH LUARNEGERI

KEMXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

A. PENANGGI.JNGJAWAB Sekretaris Kementerian PPN/Sekre
Bappenas.

B TIM PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Arl8gota

Kepala Biro Perencanaan, Organ
laksana.

Eri Mulia, SE, ME.

I. Oktorika, SE.Ak, MM;

2. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE,

3. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;

4. Ir. Erianti Puspa, MM;

5. Dewi Kania, SH, MSi;

6. Uthami Sary, S.Sos, M.Sc;

7. Nza Hamzah, SE, AK, ME

8, Firman Edison, S.Sos, ME;

9. Aviana, S.Si, MT;

10. Titin Gantini, SH;

1 1. Siswandi, SE, QIA;

12. Ratri Ismayasti, ST, MT, MSc;

13. Asriani, S.Sos, MM;

14. Kahmal Jumadi, S.Sos;

15. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE,

76. Maharani, SE, MBA;

17 . Achmad Safari, S.Sos, MAP;

18. Ndaru Mukti l,estari, SIA, M.lnt

/2079

s Utanu

dan Tata

m;

9. Saskiya ...
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I9. Saskiva Rahma

Mukijo, SAP;

klandi Paradizsa,

C. TIM PENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SE.AK.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Joko Santoso;

Prihanto Wahyu Utomo;

Wido Ngesti Raharjo, S.Kom;

Haerudin Aripin.

MENTTRI PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASI

KXPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN N[,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

nd.

I:--
RR. futa Erawati


